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PUTUSAN
Nomor 667/Pdt.G/2022/PA.KBr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1302045106870002, lahir di Limau Purut pada
tanggal 11 Oktober 1985, Umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar,
pekerjaan Petani, alamat di Kayu Ambun, Jorong Limau
Puruk, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah
Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,
nomor handphone XXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1302041905830002, lahir di Limau Purut pada tanggal
05 April 1984, umur 38 Tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar,
Pekerjaan Petani, alamat di Kayu Ambun Jorong Limau
Puruk, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah
Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Koto Baru, dengan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA.KBr, tanggal
12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, pada hari Sabtu, Tanggal 15
Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah XXXXX, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, pada Tanggal 22
September 2004;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
dirumah orang tua Penggugat di Kayu Ambun Jorong Limau Puruk, Nagari
Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai
tempat kediaman bersama sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul
sebagai suami dan isteri tetapi belum dikarunia anak;

5. Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat kembali kerumah kediaman
bersama tanpa ada penjelasan kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama setelah Tergugat mendapatkan uang dari hasil ladang
Penggugat dengan Tergugat, setelah uang yang dibawa oleh Tergugat
sudah habis, Tergugat akan kembali kerumah kediaman bersama;

c. Bahwa Penggugat serta keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat
sudah sering mengingatkan Tergugat, agar Tergugat tidak pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan
Tergugat berjanji tidak akan pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama tanpa alasan yang jelas, tetapi selang beberapa waktu
Tergugat tetap pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
Tergugat sering mengulangi kesalahan yang sama;

d. Bahwa Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab dalam memenuhi

kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat
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sering bepergian meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan
yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga Penggugat
dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2014, sebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saat Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa motor milik
Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat menjual motor milik
Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mengetahui berapa
hasil penjualan motor tersebut dan dipergunakan untuk kepeluan apa uang
hasil penjualan motor tersebut, setelah Tergugat menjual motor tersebut,
Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan
selama lebih kurang 8 (delapan) tahun hingga sekarang.

8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk
memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tetap
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kayu Ambun Jorong Limau Puruk,
Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Kayu Ambun Jorong Limau Purukm Nagari Sungai Nanam,
Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,;

11. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera
tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak
sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang

timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sesuai peraturan yang
berlaku;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang
sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana
ternyata dalam berita acara panggilan (relaas) Nomor 667/Pdt.G/2022/PA.KBr,
dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat
kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, tanggal 22 September
2004, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan
aslinya, bukti (P);
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Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-
saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI |, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah
Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Jorong Lekok Batu Gadang, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah
Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Yusra karena sebelum menjadi saudara ipar
pada tahun 2013 saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai
suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004;

— Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat setelah
menikah di rumah orang tua Penggugat di Kayu Ambun Jorong Limau
Puruk, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten
Solok, sebagai tempat kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami
istri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis namun saat in Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Peggugat dan Tergugat
telah berpisah karena Penggugat hanya tinggal sendirian tanpa
didampingi oleh Tergugat;

- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat
karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat setiap memiliki
uang dari hasil panen tanpa memberi kabar kepada Penggugat dan
biasanya Tergugat kembali jika uang tersebut telah habis namun
kepergiaan terakhirnya Tergugat tidak kembali lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
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— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah sering berupaya merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menegah
Atas, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Limau Puruik, Nagari
Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi
tersebut mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai
suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004;

— Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat setelah
menikah di Jorong Limau Puruik wilayah Kabupaten Solok hingga
akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah
rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, berpisahnya Penggugat dengan
Tergugat adalah karena Tergugat sering menghabiskan uang hasil
panen sendiri dengan pergi entah kemana dan tanpa kabar berita serta
hanya akan pulang setiap uangnya habis. Pada kepergian Tergugat
yang terakhir, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sering berupaya merukunkan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup
menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P), maka berdasarkan ketentuan
Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di
Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi
Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam
kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 22 September 2004 (vide P). Oleh
karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini
(persona standi in judicio), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan perkara a quo;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan
demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat
cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah
tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian
dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian
duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya
yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita
acara panggilan (relaas) Nomor 667/Pdt.G/2022/PA.KBr. Ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang
sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan
Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang
berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim
membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan

Penggugat;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatan tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis
Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b
dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun
2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 15 Mei
2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
(KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil
karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang
keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara
Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang
dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah
keluarga Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah
serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi.
Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai
ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal
tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi
Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak delapan
tahun yang lalu dengan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) tahun hingga sekarang;

- Kedua Saksi Penggugat mengetahui secara langsung akibat perselisihan
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena
itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukii.
Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat berselisih hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal
lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis
(P) dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

pada tanggal 15 Mei 2004 dan belum dikaruniai anak;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 8
(delapan) tahun lalu sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
berkomunikasi dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak saling
peduli lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya
sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:
b O e 55 58350 a8 Janj Lgdl) | LN A 35 aSsil G aST G B 43Ul (e
OsoRE o 58 Gy iy

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas
dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak bisa lagi membina rumah
tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi
sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat
tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga
menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah

tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai
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rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha
untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga
bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim
menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi
mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan
rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana
yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis
Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal
itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah
justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan
perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat
menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi
mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah,
maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan
kaidah figih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, hal. 161 yang diambil alih

menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
Legidl S ) ) jum Lagalae | o 5y (ot (i jlai 13)

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling
besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan

mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap
Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat,
Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah figih lain yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang berbunyi;
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Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya
dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan
penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan
kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat
mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami

terhadap istrinya dengan talak bain”’;
2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi;
Ailh .ol agle o lga 5 Haa o3 A ) a0 &g

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang
dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, adalah suatu indikasi yang
menunjukkan sikap Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama
Penggugat sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi
(marriage break down), sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa
cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu
pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan
gugatan Penggugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)
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Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam
kondisi ba’da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga)
kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang
tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Koto Baru pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh kami Nidaul Husni, S.H.I.,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.l. dan Azimar Syamsi, S.H.l.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Prima Yenni,
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S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Ttd ttd

Yulis Edward, S.H.l. Nidaul Husni, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota Il,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.l.

Panitera Pengganti,

ttd

Prima Yenni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp150.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp150.000,00
5. Biaya Pemberitahuan : Rp150.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
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